
WALIKOTA PROBOLINGGO 

 

SALINAN     PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR   6   TAHUN  2008        

T E  N T A N G 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 71 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang :  bahwa sehubungan dengan tindak lanjut dari Rapat Panggar Intern pada tanggal 

12 Desember 2007 yang menbahas tentang saran dan pendapat pada penyusunan 

APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2008 terkait dengan masalah 

tunjangan perumahan DPRD, maka perlu mengubah Peraturan Walikota 

Probolinggo Nomor 71 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan Bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo 

yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo. 

 

Mengingat :    1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota 

Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat  

(Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3363) ; 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3851); 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286) ; 

 

 

 



5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 

Majelis Permusyawaraan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4310) ; 

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355) ; 

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan 

Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4712) ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 



14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2006 Nomor 22). 

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2005 Nomor 2 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolingo Nomor 8 Tahun 2007  

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 8) ; 

16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2005 tentang Tunjangan 

Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 71). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 71 

TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 

PROBOLINGGO. 

Pasal  I 

 

Ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2005 tentang 

Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Probolinggo diundangkan pada tanggal 29 Desember 2005 dalam 

Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 73, diubah dan selanjutnya 

berbunyi sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut : 

 

” Pasal  3 

 

(1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan 

kepada Wakil Ketua sebesar Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebesar       

Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) / orang / bulan termasuk pajak. 

 

 

 

 

 



Pasal II 

 

Peraturan ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku mulai bulan 

Januari 2008. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

                                                  pada tanggal  30 Januari  2008   

 

WALIKOTA  PROBOLINGGO, 

 

                          Ttd, 

 

                        H. M. BUCHORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Probolinggo 

Pada tanggal 30 Januari 2008 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 

Ttd, 

 

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si. 

Pembina Utama Madya 

NIP. 010 109 750 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 6 

Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
SUNARMI, SH, MH. 

Pembina TK. I 

NIP. 510 087 583 


